
 

 

 
 

 
 
 

 
BUPATI REMBANG 

PROVINSI JAWA TENGAH 
 

PERATURAN BUPATI REMBANG 
 

NOMOR  15  TAHUN  2014 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KEDUA ATAS  PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR  
29 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN 

 DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 3 TAHUN 2011  
TENTANG PEDOMAN  PENYELENGGARAAN DAN  

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA 

 TELEKOMUNIKASI 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI REMBANG, 

 
Menimbang 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Mengingat 

: 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

: 

a. bahwa   dalam   rangka pemberian layanan 
pemerataan jaringan komunikasi  perlu mengubah 

ketentuan yang mengatur pendirian menara 
telekomunikasi; 

 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan    

Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Bupati Rembang Nomor 29 Tahun 2011 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 

Rembang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Dan Retribusi Pengendalian Menara 

Telekomunikasi; 
 
 

1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan  Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Tengah; 
 
2. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana (Lembaga Negara Republik Indonesia 
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3209); 

 
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 

Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor  3881); 



 

 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 

 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

 
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor  68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4725); 

 
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 

 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang 

Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  3980);  

 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 



 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4593); 
 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia     Nomor 4737); 
 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4838); 
 

16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin 
Mendirikan Bangunan Gedung; 

 
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 

02/ PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman 
Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama 
Telekomunikasi; 

 
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 

1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Rembang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 1989  

Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Rembang  Nomor 8); 

 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Rembang Tahun 2006 Nomor 46 Seri A Nomor 12, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang  

Nomor 61); 
 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 16 

Tahun 2007 tentang Izin Mendirikan Bangunan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Rembang  Nomor 77); 

 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang 

(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Rembang  Nomor 81); 
 
22. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 

Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja 
Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran 

Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, 



 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang 

Nomor 91); 
 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor  3 Tahun 
2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi 
Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran 

Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 
3,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang 

Nomor  102 ); 
 

24. Peraturan Bupati Rembang Nomor 37 Tahun 2010 

tentang Izin Pemanfaatan Ruang (Berita Daerah 
Kabupaten Rembang Tahun 2010 Nomor 37 ); 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 29 TAHUN 2011 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN 

DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 3 TAHUN 2011 
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN 

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI 
 

Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang 

Nomor 29  Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan  
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 
2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan  Peraturan Daerah 

Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara 
Telekomunikasi  ( Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 

2011 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Bupati Rembang Nomor 3 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 29 
Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan  Peraturan 
Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2011 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan  Peraturan Daerah Kabupaten 
Rembang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara 
Telekomunikasi ( Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 
2013 Nomor 3) diubah sebagai berikut : 

 
1.  Ketentuan dalam Pasal 1, diantara angka 15 dan angka 

16 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 15a, sehingga 

berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati  ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang. 
 

 
 



 

2. Pemerintah Daerah  adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintah Daerah. 
 

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten  Rembang. 
 

4. Dinhubkominfo adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Rembang. 
 

5. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Rembang. 
 
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan 

daerah dan/atau retribusi dengan Peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku. 

 

7. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha atau kegiatan 
kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat 

menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk badan 
usaha atau kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau 
Pemerintah Daerah. 

 
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan 

yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang 
dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.    

 

9. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/ atau 
penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, 
tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio 

atau sistem elektromagnetik lainnya.  
 

10. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan 
pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya 
telekomunikasi. 

 
11. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi atau 

badan usaha milik daerah, badan usaha milik Negara, badan usaha 
swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahana keamanan negara 
yang menyelenggarakan kegiatan telekomunikasi. 

 
12. Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah 

bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas 

tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi 
dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan 

umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh 
berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana 
fungsi desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang 

menempatkan perangkat telekomunikasi. 
 
13. Penyedia menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik 

daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta yang memiliki 
dan mengelola menara yang digunakan bersama oleh penyelenggara 

telekomunikasi. 
 
14.  Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola atau 

mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain. 
 

 



 

15. Menara bersama telekomunikasi adalah menara yang digunakan secara 

bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi. 
 

15a Menara kamuflase adalah menara telekomunikasi yang desain dan dan 
bentuknya diselaraskan dengan lingkungandimana menara tersebut 
berada sehingga tidak terwujud seperti fisik menara. 

 
16. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disingkat IMB 

Menara adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh 
Pemerintah Daerah kepada pemilik menara telekomunikasi untuk 
membangun baru atau mengubah menara sesuai dengan persyaratan 

teknis yang berlaku.  
 
17. Standar Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat SNI, adalah 

standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku 
secara nasional. 

 
18. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pungutan 

Daerah sebagai pembayaran atas jas pengawasan, pengendalian, 

pengecekan, dan pemantauan terahadap perizinan menara 
telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi, dan potensi 

kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara 
telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau Badan terkait. 

 
19. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut 

Perundang-undangan di bidang Retribusi diwajibkan untuk melakukan 

pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi 
tertentu. 

 
20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan 

batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa umum dari 

Pemerintah Daerah. 
 

21. Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan 
Pemerintah Daerah untuk tujuan dan kemanfaatan umum serta dapat 
dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 

 
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD 

adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang 

tertutang. 
 

23. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah 
surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan 
pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Umum 

Daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati. 
 
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya 

disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan 
jumlah kelebihan retribusi yang tertutang atau tidak seharusnya 

terutang. 
  

25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah 

surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi 
berupa bunga dan atau denda. 

 



 

26. Kedaluarsa adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban untuk 

melakukan pembayaran retribusi dengan lewatnya waktu tertentu dan 
dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan 

perundang-undangan. 
 
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, 

mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk 
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan untuk tujuan lain dalam 

rangka melaksanakan ketentuan peraturan perudang-undangan 
retribusi. 

 

28. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian 
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang 
selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, 

yang bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang 
terjadi serta menemukan tersangkanya.  

 
 

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga  berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal 3 

 
(1) Menara wajib didirikan di zona cell plan menara telekomunikasi 

sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana 

Tata Ruang dan Tata Wilayah Kabupaten Rembang 
 
(2) Dalam 1 (satu) zona cell plan dapat didirikan paling banyak 3 (tiga) 

menara. 
 

(3) Zona cell plan memiliki radius 500 (lima ratus) meter dari titik pusat 
cell plan. 

 

(3a) Dihapus. 
 

(3b) Dihapus. 
 
(4) Konstruksi bangunan menara paling rendah 52 (lima puluh dua) 

meter dan paling tinggi 80 (delapan puluh) meter. 
 
3.  Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni  Pasal 3A, 

sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 3A 
 

(1) Selain 3 (tiga) menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), 

dalam 1 (satu) zona cell plan dapat didirikan menara kamuflase paling 
banyak 3 (tiga) buah.  
 

(2) Menara kamuflase didirikan dalam zona cell plan dengan radius paling 
jauh 700 (tujuh ratus) meter dari titik pusat cell plan. 

 
(3) Konstruksi menara kamuflase paling rendah 22 (dua puluh dua) meter 

paling tinggi 52 (lima puluh dua )meter. 

 
 

 



 

Pasal II 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Rembang. 
 

Ditetapkan di Rembang 
pada tanggal 24 Juni 2014   
 

Plt. BUPATI REMBANG 
  WAKIL BUPATI 

 

ttd 
 

H.ABDUL HAFIDZ 
 
Diundangkan di Rembang 

pada tanggal 24 Juni 2014 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG                                                                                         
 

        ttd 

 
              HAMZAH  FATONI 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2014 NOMOR 15 
 

 
 
Salinan Sesuai Dengan Aslinya  

KEPALA BAGIAN HUKUM, 
 

ttd 
 
EDDY DJOKO PRASETIJO,SH 

Pembina Tingkat I  
 NIP.19590911 198203 1  015 
 

 


